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BAB 111

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh
penulis, maka penulis menarik kesimpulan bahwa pertimbangan yang digunakan oleh
hakim dalam memutus perkara korupsi yang berkaitan dengan pencucian uang dapat
dibagi dalam dua kategori yaitu, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis.
Namun pertimbangan yuridis menjadi suatu pertimbangan yang dominan.

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan Putusan Majelis Hakim dalam
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa telah memenuhi sebagian dari tujuan
pemidanaan yang ada dalam teori gabungan yang menitikberatkan pada pertahanan
tata tertib masyarakat. Hal tersebut terlihat dalam :

a. Pidana penjara selama 16 tahun yang relatif berat

b. Pidana denda sebesar satu milliar rupiah

c. Perampasan sejumlah aset terpidana

B. Saran
Berdasarkan penelaahan atas data-data dan teori yang digunakan oleh penulis
dalam penulisan hukum ini, penulis menyarankan :
1. Hakim menolak mengadili perkara pencucian uang yang penuntutannya
digabungkan oleh Jaksa KPK selama peraturan perundang-undangan terkait
tidak menyebutkan Jaksa KPK sebagai pihak yang berhak melakukan

penuntutan. Jika hakim tetap mengadili penggabungan perkara korupsi dengan
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perkara pencucian uang, penjatuhan pidana juga selayaknya dikenakan pada
lembaga penyedia jasa keuangan sebagai pelaku pasif, tidak hanya terdakwa
sebagai pelaku aktif.

. Hakim memasukkan unsur pembalasan sebagai salah satu pertimbangan untuk
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perkara korupsi yang berkaitan dengan
pencucian uang.

. Menghilangkan pidana kurungan pengganti denda terhadap terpidana kasus

korupsi yang berkaitan dengan pencucian uang.
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Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara
Pidana

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1991 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh
Undang Undang Nomor 20 tahun 2001

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Kekuasaan
Kehakiman

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi



